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Pemekaran Daerah sebagai Model Demokrasi Lokal
dalam Mewuiudkan Desentralisasi pada Era Transisi
ffi
Abstrak
Pemeka.an daerab telah cniadi kecenderungan hampir seluruh dacrah dilndoncsia. Sesuai dengan
amanat lJ tl l) 1 94 5. bah* a pcmcrinlah daerah beru en ang unruk mengaiur dan mengrrus cndiri uru san
pemerinlahan mcnurul asas otonomidan tugrs pcmbantuan. Pernbc an otonomi lLras kcpada daerah
diaraitan unluk memperceprl tcr\\Lrjudnla kcscinhtcraan nrasy.l||lkal melalui perringkatan pelayanan.
pemberdayaan dan peran scrla nraslarakal. 1)i sarnping ilu diharapkan ampu mcningkatkan daya
saing dengan memperhatikan p.insip dernokrasi. pernerahan kcadilan. keislinlcsaan dan kekhusLrsan
sertapotensidafi keanekaragaman daerah dalam sistcmNegara Kcsaluan Republik Indonesia. Selama
ini, di dalam proses pemekaran daerah pada bcberapa wilayah muncul beberapa isu yang menjadi
dasarjustifikasi bagi pembenlukan daerah baru lersebut. lsu yang salah tentang pcmekaran daerah,
di antaranya; pertama, bahwa pemekaran terscbut akan mempcrpendek renlang kcndali dan rantai
birokrasi  pclayanan. Upa)a pemekarar wi la)ah dipandang sebagai sebuah lerobosan untuk
mempercepat p€mbangunan melalui pcningkatan kuaUhs dan kemudala. memperoleh pelayanan
bagi masyarakat. Hasil pcmbahasu penclirian inimenunjukkan bahwa pemekaran daerah dapat dilihat
dalam dua makna )aitu makna.enlang kendalidan makna rantai birokrasi. Makna rentang kendali dan
rantai birok.asi ilu sebagai doa hal yang bcrbcda; perl.rr.r, rcnlang kendali dan rantai birokrasi
sebagai l rgkup struktur pada goografis kncnLui lcd?/d. reniang kcndali dan ranlai birokrasi sebagai
lingkup strukur organisasi lang menrbentuk scbuah jejaring sincmik. lika makna pcrtama yang
dilnaksudkan r aka benarjika pcnckaran dacrah akan lebrh mcmpcrkecil lingkLrp Scografis pelayanan
publik. Namunjikamakna kedua yang d imaksudkan maka pemckaran daerahjustru akan mencipiakan
rentang kendali dan rantai birokrasi yang baru.
Kata Kunci: petnekaran dac/ah. hirakrasi pcnelintahdn, olohoni daeruh
I. PENDAIIIJLUAN
LatarBelakang
Pemekaran daenh saat i telah menjaditrend politik lokrl suatr daerah. Ilal ini disebabkan
olehfaktabahua tidak scmua urusan pcmcrintahan dapat diselenggarakan secaraefesien dan
efekif, mengingat kondisi gcograiis. komplcksitas dan kelcmbagaan nrasl arukat. kemajcmukan
strul.tur sosial diur budaya k)kaL seda adan) a tuntunan dcnx)kratisasi dalanr penl elenggar:ran
pemerintalan.
Pemekaran ad:rlah bagiir-n dari proscs implemenlasi dcscDtralisasi yang rnemiliki bcrbagai
macam tuj uan. Secara umunr berbagai macum tujuan tcrscbul dapat diklasilikasikan kc dalam
dua variabel pcnting l akni pcningkatan cfisicnsidan efi:ktilitas penyclcnggaraan pemcrintahan
dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan ya,1g merupakan
peningkatanmodcl demokrasi Iokal(Eko l)rasujo.dkl,2006:2).
Penekaran l)oerdh sehugdi .llodel Denokrusi ddlutlt . ll,ittje .'lnnu yopaung) I
IJal ini menyebabkan pelayanan publik menjadi efisien dar efektif. Sehingga dapat lerjadi
karena melalui otonomi terjadi optimalisasi hierukhi, di ma.na penyediaan pelayanan publik yang
dilakukan oleh instihtsi memiliki keduduka.n lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan-
keputusan stmtegis dapat lebih mudah dibuat, adanya penyesuaian layanan terhadap kebunrhan
dan kondisi yang ada di tingkat lokal, adanya tingkat perawatian terhadap inftastruknl yang ada
melalui alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan dan kondisi di wilayahnya, adanya pengalilan
firngsi-fungsi rutin dari pusat kepada daerah sehingga pusat lebih berkorsentmsi pada fungsi-
fungsi kebijakan. adanya peningkatan kompetisi dalam penyediaan layanan di antaxa unit-unit
pemerintah dan antara sektor publik dan swasta atas arahan pemerintah daerah dan dapat
menjadikan birokrasi menj adi lebih berorientasi kepada daerah (Eko Prasojo, dkk, 2006:6).
Terwujudnya pemekaran karena danya mh desentralisasi, utamanya ketika pemerintah pusat
membatasi diri dan atau dibatasi hanya untuk lirna kewenangan. Dalam konteks ini, Undang-
udang Otonorni Daerah berupaya membed ruang seluas mungkin kepada komwitas lokal untuk
beryemn dalam s€gala Foses kenegaraan dan kemasya$katan. Dengan kata lain, undang-undang
ini b€rupaya mengembangkan nilai-nilai demokasi dalam arti yang sesrmgguhnya, sehingga
masyarakat tidak mengalami keresahan sebagai akibat dari p€ran dan eksploitasi elite polif* dan
ekonomi yang ada di tingkat pusat.
Sesuai dengan arnanat UUD I 945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur
dan rnengunrs sendiri urusan pemedntahan menunl asas otonomi dan trgas pembqnfuan Pemberian
otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkalan pelayanaq pemberdayaan dan peran serta masyarakal Di samping
itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokasi,
pemerataan keadilarL keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragarnan daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indorcsia.
Berdasarkan sej arah, masa transisi tentang penyelengga$an otonomi daerah di Indonesia,
sudah banyak kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam perundang-undangan, mulai dari
LIttD 1945, yakni pasal I 8 ULrD I 945 sebelwn amandemen mengatu bahwa:
Pembagian daerah Indonesia tas daerah besar dan kecil dengan bentuk suswran
ditetapkan dengan urdang-undang, denga.n memandang dan mengfilati dasar pennusyawaratan
dalam sistem pemerintahan egara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
$tlmewa
Lebih dipertegas lagi mengenai otonomi daemh dalam Pasal I 8, I 8 (A), dan I 8 (B); tentang
prinsip-prirsip otonomi daerah yang seluasJua-mya, nyata dan bertanggungjawab.
Keinginan untuk memberikan otonomi terhadap emerintah daerah sudal tertat4 UU No I
lbhm 1945 dibuat unhrk mewujudkan demokmsi dalarn tata pemedntahan di daemh Kelernaha+
kelemahan yang ada dalam lru No I Tahun 1945, telah mendorong lahimya Lfu No 22 Tahun
I 948 (Mahfud MD, 1998: I06- 107). Undang-wdang ini memperbaiki dan mempertajarn nuansa
otonomidaemh melalui asas material dan formal, seiring dengan lahimyaulrDs 1950, pemerintah
masih berkeinginan untul merubah peraturan otonomi daerah, sehingga terbentuk UU No I
Tahun 1957 yang berinduk pada UUDS 1950, kemudian pada masa orde lamaproduk hukum
yang mengatur pokok-pokokpemerintalun di daerah melalui l,U No l8 Tahun 1965, s€lanjuhya
pada orde baru keluar IJU No 5 tahun 1974. Nuansa undang-undang ini mewamai bahwa
pemerintahan di daerah bersifat sentralistik, pergilimn masa transisi oleh era refomasi melalui
LIIJ No 22 Tahun 1 999 kembali ditegakkan pemerintahan daemh, lima tahun kemudian muncul
tru No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
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Menurut Peqielasan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 bahwa prinsip otonomi daerah
menggunakanprinsip otonomi seluas-luasny4 da-lam arti <laerah diberikan kerenangan mengruus
dan mengatur semua ruusar pemerintalmn di luar yang menjadi urusan pemointah. Daemh memiliki
kewenangan membuat kebij akan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada p€ningkalan kesejahteraan rakyat.
Salah satu upaya wtuk meningkatkan kesejahtemafl masyarakat dalah pembentukan daerah
yang pada dasamya bertujuan untuk meningkatkad pelayanan publik s€bagaimana y ng diatur
dalam Pasal4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 sebagai atwan pelaksanaan dari Undang-
Undang No 32 Tahun 2004. Adapun proses pembenhrkai daerah djmaksudkan agar daerah
yang baru dibentuk dapat urnbuh berkembang dan mampu menyelenggamkan otonomi daerah
dalam rangka pelayanan publik secara optimal guna mempercepat mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
Berdasarkan ketentuan di atas, diberikan peluang unruk daerah provinsi, kabupaten
memperjuangkan eksistensinya. Sejak tahun 2001 lndonesia menetapkan desentalisasi dan
otonomi daemL salah satu fenomena yang timbul adalah pemekaran wilayah propinsi, kabupaten/
kota, kecamatall dan desa. Berdasarkan Peratuan Pemerintah No 129 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pembenhrkan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, proses pemekamn terj adi
begitu p€sat dan cenderung tidak terkendali. Indonesia temasuk negam yang sangat ekspansif
dalam pembenn*an daerah-daerah baru, dan saat ini telah diperketat kembali dengan Peraturan
PemerintahNo 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pernbentr:kan Penghapusan dan Penggabungan
Daerah. Untuk mempertegas bahwa negara Indonesia yang berdasarkan tas hukum yang berdasar
pada Pancasila dal LILID 1 945 mengatur segala spekkehidupan kemasyarakata4 kebangsaarl
dan kenegaraan, perlu tatanan yang tertib di bidang pembentukan penurdang-undangan.
Sebagainanayang diatur dalam Pasal 7 LIU No l0 Tahm 2004 tentang pembennrkan peratura[
perundang-undangan yang mengaturte ang hierarki penmdang-wdangan di Indonesia" Bahwa
semu.r aturan-ahran yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1 94 5 sebagai
ruh-nya adalah Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa yang lazim menjadi filsafat atau ideologi
negara sebagai norrna dasw (ground norm) (Hans Kelsen, 2007: 1 1 8).
Berdasa*an rerfang waktu dari 'l ahun 1999 hingga Tbhun 2006 sudai terbentuk I65 daerah
otonom ban! yang terdid dari tujuh provinsi, 129 kabupareq dan 29 kota Sehingga padaThhun
2006jumlah keseluruhan daerah otonom adalah 484, yang terdid dari 33 provinsi dan 451
kabupat€n 4(ota (Bappenas, 2007). Padahal, menurut Wakil Ketua Komisi DPR N Priyo Budi
Santoso, sebanyak 76 persen daerah baru hasil pemekaran kabupaten&ota temebut mengalami
kemwtdwan (declining) dibanding sebelum pemekwat (Waspada Online, 4 Me\2007).
Anal isis yang dikemutakan oleh Priyo lers€but berdavrkan kepada indikator kemiskinan
yang menyimpulkan bahwa sejak Tahun 2005 jumlah penduduk miskin meningkat di seluuh
Indonesia dari 16,7 persen (36 juta) menjadi 17,7 persen (39 juta). Memang, data fakta ini
masih bisa diperdebatkan, tetapi analisis ini sekaligus memrnculkan kembali ngatan kita terhadap
kontroversi yang muncul di dalam proses pemekaran daerah yang menjadi salah satu tema populer
dalam pelaksanaan dcsentralisasi. Semangat desentralisasi ditafsirkan sebagai bentuk upper down
pusat pengelolaan pemerintalm daemh jika bisa ditumkan maka ruruka ahpusatpemerintalan
itr
Asas ini yang kemudian menjadi salah satu prinsip dalam implementasi otonomi daerah-
Namun, implementasi tafsir terhadap rinsip itu cendenmg menjadi mendua(ambiwlen).Pada
satu sisi, berkembang semangat upper down melafui pendekatan inovasi institusi yang
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mengintensifik si dan mendiversifikasi cam-cra pengelolaanpemedhlErr t€masuk adalah dalam
proses pelayanan untuk masyarakat. Pada sisi yang lain, berkembang tafsir terhadap prinsip
ryryr d<twniudalatnbentftekstensifikasi pusat-pusatpemerlrtahan d sahyang baru Asumsinya
bahwa untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, maka pusat pemerintahan itu juga harus
dekat. Asumsi ini lebih fatal lagi ketika menafsi*an makna kedekstan tersebut hanya secara
geografis. Sehingga penyimpulm tindakamya adalah membentukdaerah baru Padahal, prinsip
ini dalarn konsep adminishEsi publik s€surgguhnya lebih mffgedepankan kepsda spek dinamika
interaksi antara pemerintah dan masyarakat yarE sebenamya dapat berinovasi melalui berbagai
media perantar4 meski berjarak secara geogra{is tapi belum tentujauh untuk menikmatij asa-
jasa publik. Sebenamya, yang diperlukan adalah rcfonnasi tethadsp tatarun birokrasi rnenjadi
lebih antisipatif dan Fofesional melalui penerepan berbagai teknologi kerja yang mampu
memberikan keterjangkauan layanan publik secara lebih efektif
RumusrnMalslsh
Selama ini, di dalam proses pemekaran daerah pada beberape wilayah muncul beberapa
isu yang rnenjadi dasarjusifikasi bagi penbentukan daerah baru tersebul Isu yang sa.lah tertang
pemekaran daerah, di antalanya; pertsrna, bahwa p€mekaran terscbut aksn memperpendek
rentang kendali dan rantai birokrasi pelayanan, Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai
sebuah t€robosan untuk memperc€pat pembanguun melalui peningkaan hulitrs drn kerludairan
mcmperoleh pelayunn bagi masyarakat. Pemekann wilayahjugs m€rupol€n bagian dari upaya
untuk meningkatkan kemampuan pemerintah da€rah dalam memperp€ndek rentEng kendali
pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggarasn pemerintsh dan p€ngelolaan
pe{tbanguDan.
Berdasarkan asumsi yang berkembang mengenai pemekaran daerrrh pada era transisi,
maka pokok permasalahan yang timbul adalah:
1. Bagaimana pemaknaan rentang k€ndali dan rantai biroknsi pelayanarl dalam langka
pelaksamal pemekara! daerah unhrk mewujudkut desentralisasi pada era tarsisi?
2. Bagaimana model kebijakan pemekaran daerah dalam mewujudkan desentralisasi?
II. PEMBAHASAN
Konsep P€mikiran Kebijakan Pemekrran Daerah
Sebagaimana y ng telah dipaparkan pada pembahasan terdahulu mass tansisi olonomi
daerah dalam sejarah apabila dipetakan dapat dilihal pada Gambar I .
Pada skema ini, landasan berpij ak pada Pasal I8 UIID 1945 mengananatkan pemerintalun
di daerah yang bersifat demokasi, sesuai hak-hak asal-asul daeralmya yang dituangkan dalam
undang-undang, hal ini diuujudkan dalam IJU No I liilun 1945 tentary I6mite Nasional Daerah
(KND) untuk mewuj udkan demokrasi dalam tata pemerintahan di daerah, Selanjutnya UU No
22 Tahun 1 948 lebih mempertegas lagi tentang satuan pemedntahan daerah otonom, bahwa
daerah tenusun dalam tingkatan yaitu propinsi, kabupaten (kota besar) dan desa/kota kecil dan
otonom lain berupa "daerah istimewa" yang mempunyai hal asal usul, dan undang-undang ini
mempunyai asas otonomi rnaterial dan formal (KementerianPenerar4an RI, 1957), Jadi undang-
undang ini cukup kuat s€bagai irstrumen dari Pasal 8 UUD 1945 dan kemudian dikaburkan
UU No 18 Tahun 1965, karena pada era ini didominasi oleh DPRD yang bemuansa politik
melalui NASAKOM,lebih lanjut UU No 5 tahun l9T4lebihmemudarkan lagi rukuotonomi
da€rah karena em orde baru ini b€rsifat sentralistik yang sangat kental, kemudian oleh UU No
2211 999 sebagai hasil leformasi bangkit lagi olonomi daerah sebagaimar,a y ng telah dirintis lJlJ
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tJtI No.l/1945 UU No.lE/l965 l , l l  No,s/1974
PASAL IA
lE ,18A.  l8 l l
P,tsA t, 7
Grmbar 1 Pcta Transisi Otonomi Dremh di Indon€sia
No 22 uhwr 1948. lfu No 2211999 ini sejalan dengan reformasi yang bcrhasil mengarnandemen
IJUD 1 945 ftedua) dalam pasal I 8,A.B, bahwa prinsip otonomi yang scluasJuasnl a. Hal yang
senada dalam fll I No 3 2 Ta.hun 2004 dalam penj elasan memuat prinsip olonom i yimg seluas-
luasnya nyata dan bertanggungia\ b, selanjutnya Pa.sal 4,5,6,7, dan Pa-sa] 8 uddlg-undang ini
menganMnatkan perlu pembenlukrur daerah dan kawasan khusus. lsu yang penting dalam masa
transisi antara lJlJ No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 bcrupa pemekaran dacrah
yang bebas (tidak tcrkontrol), kcinginan daerah untuk lebih memilih bcrpisah dari daerah induk.
Sebagai implementzrsinya dibcntuli Pcraturan Pcmerintal No 129 taiun 2000, mcmbuka peluang
urtuk mclalcsaiakar fJemekamn dacrah dan kemudian dieva.luasi hgi dcngan dibcntLrlnl aPeraturan
PemeintahNo 78 Iahun 2007.
Pada skema ini dipertcgas bai*a perjalanan penyelenggaraan otonomi dacrai tidak terlcpas
pada Pancasila dan tlUD 1945. scbagaimanayang dipcrtegas dalamULJ No l0 l'ahun 2004.
Segala spek ehidupan kemas] arakatan, kebangsaan dan kcnegaraan/pemerintahan harus
senartiasa berdasar atas hukum scbagai acuan dalam penyelenggifaan pcmekaran daerah.
Secara normatifprosedurpcmckaran wilayrLh rnengacu pada Pasal l6 PPNo I29 lahun 2000,
yang menczrkup tahapan ada kcmauan politik dari pcmerintah dacrah dan masyaralat yang
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betsangkula[ pemb€ntukan daemh harus didukturg oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh
pemerintah daeral! usul pembentukan kabupaten/kota disampaikan kepada Pemerintah c,q.
Menteri Dalam Negoi dan Otonomi Daemh melalui Gubemur dengan dilampirkanhasil penelitian
daerah dar persetujuan DPRD Kabupaten4(ota serta p€rsetujuan propinsi, yang dihrangkan
dalam keputusan DPRD, dengan memperhatik n usulan Gubemur, Menteri DalamNegeridan
Otonomi Daemh memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Trm untuk melalqrkan obsewasi
ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah. Sehingga bedasarkan rekomendasi tersebut, Ketua Dewan Pertimba[gan Otonomi
Daerah meminta tanggapan para anggoia Dewan Petimbangan Otonomi Daemh dan dapat
menugaskan Tim Teknis Seketariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah unhrk
melakr.rkan p elitianlebih lanjut.
PaIa anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat
secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan otonomi DaeralL usul p€mbentukan suatu
daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Apabila
berdasarkan hasil keputusan lapat anggota Dewan Pertimbangan Olonomi Daerah menyetujui
usul pembentukan DaeEh, Mented Dalam Negeri dan Otonomi Daemh selaku Ketua Dewan
Pertimbangan Olonomi Daemh mengajukan usul pembentlkan Daemh teNebut beserta ranc€rEan
Undang-Undang Pembcnnrkan Daerah kepada Presiden. Apabila Presiden menyetujui usul
dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Dmrah disampaikan kepada DPR-RI untuk
mendapat persetujuan.
Mencermati kenyataan banyaknya daerah baru yang terbenhrk sampai saat ini, nampak
bahwa proses yang te{adi di tingkal pemerintahpusat relarifmudah dan te*esan terjadi komFomi
s€pertiprosesteknokatisyang fleksibel, s€perti: (a)kdteriakelayakanpemekaranyangmudah
dipenuhi ba.bkan dimanipulasi (sepeni kiteriajumlah penduduk yang tidak 'waj ib' karena
diakumulasikan dengan indikator yang lain), maupun standar nilai minimum kelulusan yang dapat
dirasionalisasi, (b) studi kelayakan yang dilalnrka.n oleh pihak ketiga yang c€nderung mendukuDg
dan memaksa terj adinya pemekaran wilayah, (c) adanya formulir isian kel€ngkapan data calon
daemh otonomi baru yang membuka peluang bagi para pihak yang terlibat untuk melakukan
manipulasi data dan infomasi yang dibutuhkan bagi pemekaran wilayah. Dalam implementasiny4
proses pemekaran wilayah dapat dilakukan melalui dua pintu masuk yaitu lewat lembaga politik
@PR) sebagai tsul inisiatifDPR, dan melalui nsitusi pemerintah (DPOD Depdagri). Arymen-
argumen politik seringkali memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan dengan eksekutif
dalam hal penolakanproposal pemekaran daerah.
Adapun tujuan adanya pemekaran daerah antara lain meningkatkan kualitas dan
pemerataan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi,
terutama pada daerah-daerah pinggiran, memfasilitasi pernrmbuhan kehidupan demokasi di
daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah dan memberikan kontribusi bagi
persatuan dan kebangsaai(hatio buildiag).
Berdasarkan sisi politis, pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan homogen daerah
pemekaran baru yang akan memperkuat ciuJ socieg, agar lebih aktifdalam kehidupan politik.
Di samping itu, pemerintah lokal akan termotivasi untuk memperkenalkan inovasi-inovasi baru
dalam bidalgpemointalnn dar pelayana4 s€rta kan memiliki semangat lebihrmtukmeningkatkan
pendapatan daerah. Sementara itu, di sisi lain kerj asama ntar daerah otonom baru ya[g tidak
dikelola dengan baik, kadangjustru menimbulkan kompetisi antar daemh yang bisa menimbLrlkan
masalah baru. Dampak yang lain, adanya lonjakan peningkatanjumlah daerah otonom baru
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(khususnya kabupaten &ota) akan memp€$ulit provinsi dalarn mengatur, mengontrol, dan
mendukung proses pembangunan di da€rah, Atas dasar itu dipenghujwg tahm 2007, Pemednbh
mengesahkan pemberlakuan regulasi baru pemekaran daerah, yakni PP No 78 Tahun 2007
tentang 'l'ata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Pada dasamya PP ini
adalah untuk membatasi dengan memperketat pe$yaxatan pemekaran daerah, perlu pemikirarl
seketat apapun persyaratar! tanpa didukung model kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal,
al€n sulit beftasil.
MulculnyatruNo. l0Tahun20o4adalahunok mewujudkannegamhukumdiperlukanundang-
undang yang mengatur mengenai pemb€ntukan peraturan penrndang-rmdangan baik ditirykat
pusat maupun di daerab sekaligus mengatur secara lengkap dan l€rpadu baik mengenai sistern,
asas, jenis dan materi muatan peratuan perundang-undangan, persiapan, pembahasarL dan
pengesahan maugm penyebarluasan melalui partisipasi masyamkat
Esensi Otonomi Daerah dalam Perwujudan Demokrasi Lokal
Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata" derl.ot'beranifikyat, dar,"cratein"
yang berarti memerintah. Dengan demikian secara terninologi demokmsi berarti pemerintahan
dari rakyat (Dahlan Thaib, 200:8). Dalam istilah lain Hans Kelsen menyebutkan bahwa
pemedntahan dari rakya! oleh rakyat, dan untuk rakyat(the government ofthe people, by the
people, andfor the people) (Dahlan Thaib,200:66).
Untuk memahami konsepsi demokasi sebenamya dapat ditelusuri sejak zaman Yunani
KunodanmasaRomawiyangmenjadi sumberdariteori"kedaulalan',karua g gjas ledalatqn
mkyat tumbuh dan berkembang dari tradisi Yunani Kuno, sedangkan tradisi Romawi sebagai
sumber dari kedaulatan hukurn. Ajaran teori kedaulalan huh.rn berumber dari kekuasaan tertinggi
adalah hukum bukannya negam sebagai pemegang kedaulatan.
Dengan demikian penyelenggan egan t€rrnasuk epalanegaraharus t nduk pada hukurn.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Jobn Austin' Jcreny Bentham dan JohD Sturrt Mill"
bahwa sumber hukum adalah kekuasaan tedinggi dalam suatu negar4 tugas hukum unnrk
mengamlisis wsur-unsuryar€ secara nyata ada dari sist€m hukwn moden llmu hukurn berurusan
dengan hukum positifatau hukum-hukum lain yang diterima tanpa mempefiatikan kebaika[ dan
kejelekannya (hakmemaksa adalahmonopoli mudaknegara) (Saitulla[ 2006:6G67). Sedangkan
pada aj aran kedaulatan rakyat, maka rakyat adalah sumber pemegang kedaulatan dalam afii
s€sungguhnya(Jir yAsshiddiqie, 1994111), Ada beberapa formula dari para alli t€ntang kiteria
negara hukum yang demokatis seperti di antaranyal
a. H.R Lunstof dan John Pieris menyebutkan unsur negara hukum demokatis yaitu: ( I )
Adanya pemisalmn antam pembentuk undang-undang, pelaksna udang-udang, dan pemdilan;
(2) pennsunan pembentukan undang-undang secara demokatis; (3) azas legalitas. Menwut
Lurrstof azas legdlitas dipakai untuk menjamin azas-azas lainny4 antara lain azas pembatasan
kekuasaan pemerintah dan kaitannya dengan hak-hak asasi. Sementara danya pengawasan
oleh pengadilan terhadap elaksanaan kekuasaan yang dijalankan pemerintah dan perlindungan
hukum baik terhadap yang be*uasa (Jimly Asshiddiqie, 1994:25) maupunterhadap rakyat.
b, Usep Ranuwijayr, yang bertitik tolak pada pemikirankedaulatan rakyat, bahwa sisiem
demokrasi dilembagakan melalui kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:
( l) jaminan mengenai hak-hak asasi dan kebebasan manusi4 syamt dapat berfrmgsi kedau.latan
raKyaq
(2) penentuan dan pembatasan wewenang pej abat negam;
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(3) sistem pembagiantugas ntarlembagayang benifat saling membatasi dan motgimbangi (cfiec,t
and balances).
(4) lembaga per',,rakilan sebagai penjelrnaan kedaulatanrakyal dengan tugas perundang-undangan
dan mengendalikan badan eksekutif;
(5) pemjlihan urnum yang bebas dan rahasia:
(6) sistem kepartaian yang menjamin kemerdekaan politik mkyat;
(7) perlindungan danjaminan bagi kelangsungan oposisi mereka sebagai potensi altematif
pelaksanaan kedaulatan rakyat:
(8) desentralissi teoritik kehusaan egara rurtuk memperluas partisipasi mkyat dalam pengelolaan
negara;
(9) lembaga perwakilan yang bebas dari kekuasaan badan eksekutif (Usep Ranuwijay4
1983:205).
Salah satu persoalan yang muncul mewamai demokrasi pada otonorni daerah berhubungan
dengan permasalahan mengenai pembagian kekuasaan antara p€meiintah pusat dat daerah
Perubaha.rurya bergerak secara dinamis dari satu kutub yang bersifat sentralistik ke kutub lain
yang bersifat desentralistik seperti layaknya sebuah pendulum. Pilihan kebijakan yang diambil
tergantung kepada situasi dan kondisi politik pada zarnarmya masing-masing. Model pengaturan
yang demikian memungkbkan unhrk terjadi karena hukurn adalah sebuah produk politik CMahfud
MD,1998:7).
Pada negara kesatuan, pendulum sentralisasi desentralisasi idealnya berada pada titik
keseirnbangan. Menurut Benyamin Hoessein, bahwa negala bangsa tidak mrmgkin memilih
salah sahr alt€matifsentralisasi lau desentralisasi karena kan memunculkan anarki. Dalam konteks
ini, maka pembicaraan tentang model pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daemh medadi penting supayapilihan kedjakan yang diambil sekumng-kurangnya
dapat memuaskan kalangan masyamkat luas,j ika tidak memrmgkinkanmemuaskan semua pihak
(Jsep Ranuwijay4 1983 :200).
Permasalahan mengenai desentmlisasi t dak bisa dilepaskan dari asas otonomi dan
pelaksanaa! desentralisasi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan p€medffah daerah.
Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bagiar da negam yang meflganut paharn
demokrasi. Jadi, otonomi haruslah menjadi salah satr sendi susLuun pernerintatun yang demokratis.
Artiny4 di negam demoknsi ditmtut adanyapemedntaban daerah yang mempunyai bak otonomi.
Salah satu es€nsi yang terkandung dalam otonomi daerah adalah pengelolaan kekuasaan
berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Pemerintah daerah diberikan kebebasan
sepenuhnya untuk mengelola daeralrnya. lni bemni ada penolakan yang substansial terhadap
pengelolaan politik yang elitis seperti yang terjadi selama ini dan masih terkesan belum ada
perubahan yang mendasar. Dalam hal ini implementasi otonomi daerah bagi kepentingan
berkembangnya demokasi adalah antara lain dibukanya ruang publik wrtuk mereformasi proses
perencanaan dan pengambilan keputusaa dariyangbesifat top dow, atau sentralistik menj adi
demokatis atau ,o/toa u/. Ini artinya bahwa pelaksanaan olonomi daerah akan memberi
peran aktifmasyarakat yang besar dalam pengambilan keputusan urfuk kebijakan publik.
Demokasi dan otonomi daerah intinya tetap mengacu pada metoda demokratis,
sebagaimana dikemukakan oleh Schumpater dalam Laode lda yang menyatakan bahwa metoda
demokratis yang dimaksud meliputi prosedur kelembagaaD untuk mencapai keputusan politik
yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk m€mbuat k€?utusan melalui perjuangan
kompetitifdalam rangka memperoleh suara rakyat (Laode Ida, 2000:65 ).
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Sejalan dengan konsep ini, adanya konsep otonomi sebenamya berangkat dari dimensi
pelayanan publik yarg senakin terdesentralisasi pada tingkal okal (Laode Id4 2000:3 I). Asumsi
yang mendasarinya dalah aparat pemerintah sebagai pelayan publik (public servant) semakin
dekat dengan masyarakalyang membutr:hkan kesegemanpelayanan, sekaligus mampu memalnmi
dan selanjutrya mengabsorbsi aspinsi dan kepentingan masyarakat lokal yang menjndi subyek
Iayanan Dengan demikian dalan memberikan pelayararL makadaemhbarus memiliki kemampuan
pada diri sendiri.
Adanya pemerintalun daerah yang demikian itujuga menyempumakan suatu cifi negara
demokasi, yaitu kebebasan (Laode lda, 2000:90). Kesimpulan ini diambil karena salah satu
kamher demokasi adalah adanya kebebasan. Dalam babasa yang lain, Bagir Manan
menglraikan bahwa hubungan antara demokrasi dengan desentralisasi adalah s€bagai berikut:
(a) untuk mewuj udka.n prinsip kebebasan (/rDelr/); (b) untuk menumbuhlGn kebiasaan mkyat
memutuskan sendiri be$agai kepentingan yang berkaitan langsung dengan mereka; dan (c) untuk
memberikan pelayanan yang sebaik-banyaknya tefiadap masyarakat yang mempunyai tututan
yang berbeda (Bagi Manan, 1990:39).
Sedangkan hubungan antara negara hukum dengan desentralisasi ecara tradisiona.l
diketahui bahwa negara hullrm mempunyai ciri-cid sebagai berikut: (a) adanya undang-undang
dasar sebagai peratuan teftulis yang mengatur hubungan antara pemedntah dan *arganya; (b)
adanya pembagian kekuasaan yang dapat menj amin kemerdekaan kekuasaan kehakiman; dan
(c) adanya pemencaran kel:uasaan negara/pemednuh (Bagir Manaq 190:3 9). Berkaitan dengan
hal te$€bu! iraka adanya desentralisasi &pat dilihat sebagai bagian perwujudan egard hukum,
s€bab di dalarn prinsip ini terkandung maksud pembarasan kekuasaanterhadap pemerintah pusat.
Jadi, asas desentra.lisasi merupakan salah satu cam pembatasan kekuasaan yang dengan demikian
mengandung makra sebagai salah cam menegakkan negara hukum.
Menurut Moh. Mahfud M.D. hubungan kekuasaan @ezagsveftaoukding) ar'tara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merNnjul&an sifatyarg vertikal (Laode lda, 2000:92).
Suatu kekuasaan sarna dengan hak unnrk mengambil tindakan yang wajib ditaati. Pemahaman
kekuasaan dapat dilihat rlari 2 (dua) aspe! yaitr: aspek fomil dan aspek materiil (Ateng Syafiuddia
1984:22-23), Dari aspek formil, kekuasaan adalahjawaban atas pefianyaan tentang siapa dan
organ mana yang be*ak mengambil tindakan serta syarat-syarat pa yang harus dipenuhi agar
kekuasaan itu sah. Jika dilihat dari aspek materiil, maka lindakan kekuasaan merupakanjawaban
pertanyaan teniang bagaimana sifat-sifat tindakan iq apakah mengatur, mengulus, atau mengadili.
Dari sudut ini dapat dipahami bahwa uusan merupakan bentuk tindakan kekuasaan dari aspek
materiil, sedangkan untuk menjalankan urusan ini, pelaku harus mempunyai kewenangan untuk
benindak.
Istilah otonomi mempunyai arti kebebasan atau kernandirian, tetapi bukan kemerdekaan
sehingga daerah otonomi itu dibcri kcbebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian
kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan (Ateng Syaftuddin, 1984:24). Oleh sebab inq
usalu membangun keseimbargan harus diperhatilan dalam konteks hubmgan kekuasaan ar am
pusat dan daerah. Artinya, daerci harus dipandang dalan 2 (dua) kedudukan, yaitu: (a) sebagai
organ daerah untuk melal$analan tugas-tugas otonomi: dan O) sebagai agen peme ntah pusat
untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah.
Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah dengan pemerintal daerah
berdasarkan atas 3 (tiga) asas, yaitu: (a) asas desertralisasi; (b) asas dekonsentrasi; dan (c) asas
tugas pembantuan. Dalam asas dcscntralisasi, ada penyerahan wewenang sepenuhnya dari
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pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tedentu" sehinggapemerintah daerah
dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik menyangkut kebijakaa perencanaan, pelaksama4
danpembiayaan. Pada asas dekonsermsi yang terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada
aparatur pemerintah pusat di daerah untuk melaksarakan urusan pemerintah pusat di daerah
dalam arti bahwa kebijalG4 perencanaar\ dan biaya menjadi tanggungjavab p€merintah pusat
sedangkan aparatur p€merintah pusat di daemh bertugas melaksanakan. Asas pembantuan berdrti
keikutsertaan pemedntah daerah unhrk melaksanakan urusan pemedntah pusat di daerah iu,
dalam ani bahwa organisasi pemerintah daerah mernperoleh tugas dan kewenangan untuk
membantu melaksanakan uusan-urusan p€merintah pusat.
Ditinjau dad aspek organisasi pemerintahan, maka pelaksanaan hubungan kekuasaan
antaxa p€merintah pusat dan pemedntah daerah melahirkan adanya 2 (dua) macam organ
pemerintahan di daerah, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah wilayah. Pemerintah daerah
adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendii dalam rangka
desentralisasi, yang dalam kodeks Indonesia dalah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah
wilayah adalah organ pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi (Sujamto, l99O: 16).
Permasalalnn olonomi diberikan danbagairnana b tas cakupamy4 diidentifftasikarnya
ke dalam 3 (tiga) ajaran yaih formil, maleriil, dan nyata (riil). Keseluruhan ajaran itu meryangkut
tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung j awab untuk
mengatur dan mengunrs urusan pemerintahan antam pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam sist€rn ol,onomi formil, pembagian tugas, wewenang, dantanggngjawab antarapernerintah
pusat dan daerah untuk mengatn rumah tangganya sendiri tidak dirinci di dalam undang-rmdang.
Basis ajamn ini adalah tidak ada perbedaan sifat urusan yang diselenggarakan oleh pusat dan
daemh. Mentuut Tresna (R. Tresn4 t.t.:32-36), sistem ini memberi keleluasaan kepada daemh
urtuk mengahu dan mengurus urusan pemedntahan sebagai urusan rumah tangga s€ndid. Jadi,
titik beiat sistem otonomi fomil adalah pertimbangan daya gun dan hasil guna pqnbagian tu$q
wewenarg, dan tanggungjawab. Hal senada dikatakan oleh Roberto M, Unger beberapa
kaftkteristik yang terdapat pada hul-um modem adalah benifat publilq bersifat positif, beNifal
umum dan bersifat otonon/desentralisasi (Roberto M. Unger, 2007:226).
Berbalikan dengan sistem otonomi fomil, maka sist€m otonomi matedil memuat s€cara
rinci pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab antara pusal dan daerah. Basis aj aran ini
adalah adanya perbedaan mendasar antaxa urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Jadi, uusan-urusan pemerintahan itu dianggap dapat dipilah-pilah dalam be6agai lingkungan
satuan pemeridtahan O4ahfud MD, 198:97). Sementam itt! sislem otollomi riil dianggap s€bagai
kompromi antara kedua sistem terdahulu(R. Tresna, t.t.:36). Dalam sistem ini, penyerahan
urusan kepada daerah otonom didasarkan kepada faktor-faktor riil. Di samping itu, sifat
kompromistis nampak bahwa sistem ini mengutarnakan sistem otonomi formil karena mengandug
gagasan rurtuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daera[ s€dangkan sislem
otonomi materiil nampak dengan adanya urusan pangkal yang diserahkan dan dikembangkan
kepada daerah.
Uraian-uraian mengenai kaitan desentralisasi, kerakyatan dan negam hukum, hubungan
antara pusat dan daerah akan dipengaruhi oleh:
a. sampai sejauh manakah desentralisasi d terirna sebagai caraterbaik untuk rnewujudkan
suatu pemerintrahan yang berkedaulatan mkyat dengan partisipasi luas dari anggota rnasyarakat;
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mewuj udkan negara hukum;
c. sarnpai sejauh manakah desentralisasi dipandang sebagai caxa unhrk mewujudkai
kesejahteraan dan keadilan sosial bagi selunrh rakyat.
Pengertian dan hakekat desentralisasi, stem rumah ialrgg4 kerakyatan dan negam hukum
merupakanpilar-pilaryang mendasari pemikiran adanya desentalisasi. Momenhrm pentingnya
yakni desentralisasi yang membuka pintu bagi suatu wahana baru. Dalarn konteks itu pula,
kebijalcn otonomi daerah arus dipandang s€bagai bentuk ompromi politik dari elit, sehubungan
dengan menguatnyaposisi tau€I mkya! darl disisi lai4 masih belum terkonsolidrsikunya kehu&n
pusat. Dari pemahaman tersebut, dapaf ditadk beberapa pdnsip utama otonomi (Dadang
Juliantara, 2003:64) bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memperhatikrn aspek demokmsi, keadilarl pemerataan serta potersi dan keanekaragarnan daerah
misalnya nilai-nilai yang hidup di daerah Sumatem Utara dengan Fogram marlaDe, di l,amprurg
piil pesenggiri dari dr daerah ini menunjukkan kema.ndirian untuk meningkatkan daerahnya-
Pelaksanaan otonorni daerah anu lebih meningkatkan kernardidar daemh otonom dan karcn;rrrya
dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi, dan pelaksanaan
otonomi daerah arus lebih meningkatkan pemnan dan firngsi badan legislatifdaerah, baik sebagai
fungsi legislasi, fiugsi pengaua-san maupun ftrngsi anggaianalas penyelenggaraan pemerintalnn
daerah.
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Dalam rangka pemekaran dacrah tidak dapat erlepas dari faktor buday4 sosial, ekonomi,
masyaxakat, unhrk itu dalam rangka penegalan hukum otonomi sebagai kebijakan pemerintah,
harus memperhatilaanilai-nilai yang hidup dalam nasyarakat, sebagaimanapendapat Von Savigtri
bahwa, hukum itu lahir dari rnasyarakat (VOLGEIST). Hukum berasal dari adat istiadat dan
kepercayaar! bukan berasal dari pembentuk undang-undang (Mochtar Kuswnaatmadj4 1976:8-
9). Hal yang senada dengan pendapat Roscoe Pound bahrv4 hukum sebagai adat pembaharuan
masyarakat(law as a tool ofsocial engineering) yang kemudian diadopsi dan dikembangkan
oleh Mochtar Kusumaatmadja yang berpendapat bahwa, hukum yang baik adalah hukum
yang sesuai dengan hukum ynghidt+ (the liing llrw) dalam nasyarakat dan merupakan cerminan
nilai-nilai yang bolaku dalarn masyarakat (Mochtar Ku$uaiaatnadja 1976: I3). Untuk itu hukurn
yang ditempkan dalam masyamkat (hukum positiflyang didasad p€nenhran penmdang-tmdangan
(hircarchi perundang-undangan) tetap berpedoman pdaSufendbou Theory (Jirr y Asshidiqie,
2006:8) sebagaimana y ng dikemukakan IIANS I(ELSEN, bah*a pemturan yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu nilainilai yang terkandrmg
dalam Pancasila sebagai ruh dari LIIJD 1945 yaitu kepentingan rakj/alsecara menyeluruh. Tetapi
Philippe Nonet dan Philip Selznick mengatakan bahwa keberadaan hukum semata tidak akan
menjamin tegaknya keadilan, apaiagi keadilan substanli{ sebaliknya setiap tertib hukum memiliki
potrensi represifsebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada status quo dan dengan
memberikanjubah otoritas kepada penguasa, tetapi harus ada usaha untuk secara sistematis
mengkaj i karakter-kamkter khas hukum represif(Philippe Nona dan Philip Selznich 2007 r3 3).
Salah satu esensi yang terkandug dalam pemekaran daerah adalah pengelolaan kekuasaan
berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Pemerinlah daerah diberikan kebebasan
sepenuhnya unh* mengelola daerahnya. Ini berarti ada penolakan yang substansial terhadap
peqelolaan politik yang elitis seperti yang terjadi selama ini dan masih terkesan belum ada
pembahan yang mendasar (Laode Id4 2000:65). Dalam hal ini dankebijakanpemekamn daerah
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adalah antara lain dibr-rkanya ruang publik untuk mereformasi proses perencaraan dan pengambilan
keputusandariyangbersilbtlopdd/?atausenftalistikmenjadidemokratisat ,bo tomup.l\r\
artinya bahwa pemekaran daerah akan memberi kemudahan bagl nasyarakat dalam pengambilan
keputusan untuk kebijakan publik. Asurisi yang mendasarinya adalah apardt pemerintah s€bagai
pelayan publik (pablr seraarrt) semakin dekat dengan mnsyarakat yang membutuhkan kesegeraan
pelayanaq sekaligus mampu memahami dan sela.qjutnya mengabsorbsi aspirasi dan kepentingan
masyamkat lokal yang menjadi subyek layar:an. Dengan demikian dalam memberikanpelayanarL
rnaka daerah arus memiliki kemampuan pada diri sendiri.
Undang-undang pemerintah daerah menentukan bahwa sudah ada kehendak untuk
mengembangkan demokrasi lokal, utamanya dengan akan sernakin berperarmya lembaga legislalif
dalam proses-proses pengambilan keputusan publik pada tiqkat lokal. Tetapi nilai-nilai
demokntis tidak hanya sebatas memeraDkan ggota-anggota DPRD, tetapijuga berkernbangnya
demokrasi ditandai denga.n keberadaan serta berperannya kel-uatan oposisi, dan partisipasi
masyarakat dalam segala proses pengambilan kebijakan pada tingkat lokal.
Alexs de Tocqueville berpendapat bahwa "a nation may establish a syslem offee
goverment but without a spirit municipal institutions it cannot haw the spiril of liberty
(laode lda 2000:66). Kebebasan (/iberry) merupakan salah satu kamlrreristik edaulatanmllfal
Dengan demikian suatu pemerintahan yang merdeka tetapi tanpa disertai oleh s€mangat wrhrk
membturgun kedaulatan rakyat, karena tidak mempunyai semangat kebebasan. Robert Rienow
menyatakan bahwa:
(l) that a democratic people should Jiom the habit of deciding of public mattets that
directly afect them, (2) that di/Jbrent requirement ofthe rafious communities can be sa rted
only by letting each make the rules and l6y the plans.for its ov)n gorernance. (3) handling
their local alfairs is regarded as good training for people charged with the control of
democracy. Ith more than traning, it is the rery essence ofthe populer system(Laodelda,
2000:66).
Tocqueville dan Rienow berpendapat ba.hv/a paling tidak ada tiga faktor utama yang
menunj ukkan kaitan erat antara desentralisasi dengan kerakyatan yaitu:
l Sebagai upaya mewujudkan prinsip kebebasan (/i&e/4,),
2. Sebagai upaya unhrkmenwnbuHGn suatukebiasaan (rdril) agax m.lfatmemutus endfti
berbagai macam kepentingan (umum) yang berangkutan langsmg dengan mereka. Membiasakan
ralTat mengums dan mengatur sendiri uusan-uusan (pemerintahan) yang bersifat lokal, bukan
hanya sekedar sebagai wahana latihan yang baik, tetapi menyangkut segi yang sangat esensi
dalarn suatu rnasyarakat demoklatik.
3. Sebagai upayamemberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang
mempunyai berbagai tuntutan yang berbeda (Laode Id42000:.70).
Desentoalisasi memperluas kesempatan bagi rakyat baik hu]itatifrnaupun kuantitatjfturut
serta memilnl tanggrmgjawab penyelenggaraan pernerintalun dibandingkan kalau hanya terbatas
pada penyelenggaraan pada tingkat pusat saj a. Hakekat desentralisasi merupakan pilar yang
mendasari pemikiran adanya pemekaran daerah sebagai model demokasi lokal.
Ada perbedaan ekspektasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam
memandang pemekaran. Pemedntahpu-satmendesainpemekaran ag rpemerintahdaerahmampu
mengah( otonominya sendiri. Sementara mayoritas daerah yang melahrkanpemekaran dalah
daemhdaerah terbelakang yang mengharapkan pemekaran dapat mempercepatjalamya proses
pembangunan di daeralurya. Berdasarkan beberapa pengalaman yang ada, pemekaxan iemyata
l2 PRANATA HUKUM llolume 5 Nomor I -.tanuari 20t0
\
tidak cukup mampu meqjadi pendorong bagi proses percepatan pembargunan di daerah
pemekaran baru. Jalannya proses pelayanan pubtk di daerah induk biasanya relatiftetap, tetapi
di daerah p€mekaran ba!u, biasanyajustru mengalami penurunan kualilas pelayanan. Meskipun
sudah dilaksanakan program khusus untuk meningkatkan infrastrultur birokasi termasuk
penambahanjumlah staf, namun kualitas SDM sta.fftetap masih redah kondisi birokrasi masih
tetap terbelakang. Diperlukan waktu sekitar 5 sarnpai 10 tahun untuk membentuk kondisi
infrastruknu birokrasi yang mapan.
Berdasa*an dimensi sosial.politik dankultural, bisadikatakanbahwapemekamndaemh
mempunyai beb€rapa implikasi positif, sepeni pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap
masyarakat daerah. Melalui kcbijakan pemekaru! sebuah identitas masyamkat yang mempunyai
sej arah kohesivitas dan kebesaran yang panj ang, kemudian memperoleh pengakuan setelah
dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan i i memberikan kontribusi positifterhadap
kepuasan masyarakat, dukungan daemh terhadap emerintah nasional, sffta manajemen konflik
antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Namun demikian, kebij akan pemekamnjuga
bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirarlnya juga
menimbu.lkan masalah konflik horisontal dalam rnasyamkat. Sengketa fiara pemerintah daerah
induk dengan pemerintah daenh pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga
sering berimplikasi pada ketegangan antar masyamkat dan antara masyaralat dengan pemerintah
da€rah, sebagaimana yang diungkapkan KARL MARX bahwa" konJlik sosial merupakan
pertentangan antara segrnen-segmen masyankat untuk memperebutkan aseFaset yang bemilai
(Beihard Rahosvd, 2007:23) ' untuk rnengatasi konflik-konllik perlu menggunakan teori kebijakan
sebagaimana yang dikatakan oleh Thoma! R Dye, bahwa ada tujuh model kebij akan untuk
mengatasi konllik yaog paling tepat dalan hal pemekaran daerah adalah Policy as Ratiotule
Choice in Competitive.ti/uatrors (Bambang Suggotro, 1994:58-67)
Bedasarkan dimensi pelayarun publi( pemekaran daerah memperpendekjarak geografis
antara pemukiman penduduk dengan senta pelayanan, terutama ibukota pemerintahan daerah.
Panekaranjuga mempersempit rcntang kendal.i antarapemerintah daerah dengan unitpqnerintatran
di bawahnya. Pemekaranj uga memungkbkan untuk menghadirkanj enis-jenis pelayanan baru,
seperti pelayanan listrilq lelepo& selta fasilitas uban lainny4 terutama di wilayah ibukota daerah
pemekaran. Tetapi, pernekaranjuga menimbulkan implikasi negatifbagi pelayanan publik tqutarna
pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran unhrk pelayanan publik yang berkurang.
llal ini disebabkan adanya kebutulnn belanja parat dan inFastuktur pemerintahan lainnya yang
bedambah dalamjunlah yang signifrkan sej alan dengan pembentukan DPRD dan birokasi di
daemh hasil pemekaran. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaral bisa
jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh iDanaAlokasi
Umum @AU) dalam posisinya sebagai daerah otonom baru.
Pembenhrkan daerah otonom baru, bagi bebempa masyarakat pedalaman dan masyarakat
di wilayah perbatasan dengan negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi
masyarakat tenebu! bisajadi mcrcka tidak pemah melihat dan merasakan kehadiran 'Indonesia',
baik dalam bentuk simbol pemcrintatnrl politisi, birolcasi dan bahkan kantor pemerintah Bat*aq
di beberapa daerah seperti di pedalarnan Papu4 kehadirdn 'lndonesia' terutama ditandai dengan
kehadiran lgntara atas narna pcngendalian terhadap gemkan sepamtis. Pemekamn daerah otonom,
oleh karenany4 bisa mempcrbaiki penanganan politik nasional di daenh melalui peningkata:r
duhmgan terhadap emerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih
bawah. Tetapi, kehadiran pemerintahan daerah otonom baru ini harus dibayar dengan ongkos
ekonomi yang malnl temtama dalam bentuk belanja apamt dan operasional lainnya.
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Selain itu, seringkali ongkos politilnyajuga bisa sangat malal, apabila pengelolaan politik selama
proses dan pasca pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada
bebempa daerah asil pemekaran, ketidak mampuan untuk membangun i klusifltas politik antar-
kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memek rkan lagi daerah
yang baru saja rnekar. Untuk mempersiapkan upaya pemekaran i , proses pemekaran unit
pemerintahan terbat'ah, seperti desa untuk pemekaran kabupaten dan pemekaxan kabupaten
untuk mempersiapkan pemekaran provinsi, merupakan masalah baru yang perlu Dntuk
diperhatikan. Identifikasi dampak pemekaran tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa
banyak dampak negatif yang perlu diminimalisasi.
Esersi kebij akan yang perlu dilakukan rnerasionalisasi proses kebij akan pemekaran,
baik proses pengusulan pemekaran yang dilakukan oleh daerah, maupun proses penetapan
















Gambar 2. Alur Pemikiran untuk Sub B datr Sub C
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l. Pemekaran daerah dapat dilihat dalam dua makna yaitu makna rcntang kcndali dan
makna rantai birokrasi. N4akna rentang kcndalidan rantai birokasi itu scbagaidua hall ang
lP-tbeda:, pertama, rentaL,'rg kendal i dan ranlai birokasi sebagai l ngkup slruktur pada geografis
tefientu; ledrd, rentang kendali dar rantaibirokasi sebagai lingkup struktur organ isasi yang
membentuk sebuath j ejadng sistemik. Jika makna pertarna yang dimaksudkan maka bcnarj ika
pemekarar daerah arkan lebih mcmperkecil Jingkup geografis pelayanan publik. Nanrun j ika makna
kedua yang dimaksudkan rnaka pemekaran daerahjustru akan menciptakan rcntang kcndali dan
rantai birokasi yang baru.
2. Tidak akan ada yang berubah secara signifikm dari pemekaran dacrah lcrsebut karena
rentalg kendali dan rantai birokasiyang samajuga kan terbentuk pada dacrah )ang baru.
Kecualij ika rentang kendali dan raltai birokmsi tu mampu memiliki kapasitas dan karakter yang
berbeda dari birokaLsi asalnya. Pemckanl daerah inr akan berkorclasi sccan langsung dengan
kesej ahteman masyarakat di daerah tcrsebut. Asumsi ni yang menjadi pamungkn-s daliun rangka
membentuk daemh baru. Ketika daerah tcrsebut memiliki pusat pemerjntahan dacrah y:urg lebih
dekat dan memiliki keq'enangai otonom untuk mengatur dan mengelola dacrahnya maka porsi
pengelolaan sumbcr-sumber konomi akan lcbih dirasakan oleh masyarakat dalam daerah baru
tersebut. Usaha di dalam proses ini nrcmbutuhlan pengembangan striitogi. taktis. dan teknis
yangjuga harus ditopang oleh daya dukrurg kapasitas elemen daeralt sehilgga nrurpu nrembentuk
sebuahjaringan ked asama l ang nT cnghasilkar: oulput dM outcome sectara udial kcpada scluruh
elemen daerah tanpa danya deviasi. Sering tcrjadi di daerah pada proses ini adalah munculn] a
kelompok elite-elite bam y.ang mendominasi proses dan terkadaig lidak mau nrcnrhcrikan peluang
bagi kelompok yang memiliki kapasitas dan kesempatan yang dibauah mercka untuk lebih
berperan. Sehingga- dalam kondisi dem ikian, pemekaranjuga dapat mcnghasilknn ketimpangan
baru yang terdcsentralisasi.
Pemekaran daerah baru akan bcrdampak pada kesejahteraan masyarakat lokalketika
landasan pembenflkan daerah itu tidak bcmlotifpolitik semat4 ketika usular pcmbentukan daem-h
baru tersebut tidak ditunggangi olch kclompok-kelompok yarg mcnialin kcsepakatan dalam
rargka memperoleh sumbo daya politik yarg diilusikan dalam asumsi-asumsi kurang mendalam
dan tidak n,temiliki dasar orientasi pcngcmbanganyangjelas. Jika pemekaran dilandasi oleh
semangat ini, mad(a bisa disepakati balu,a pemekaran daerah bukanlah kcha.rusan. melainkan
yang lebih dalulu menjadi keharusan adalalr membenahi mental politik dan nrcla-liukan perbaikan
birokasi pcmcrintaha.rl sehingga ma! arakat tidak sekadar menjadi kclompk I rug temrarLipulasi
dan pada sisi yang lain telap mampu mcnikmati layanan publik sccara lebih baik dengan
menitikberatkan pada modelpemckacm yirng berbasis kearifan lokal sesuai sosial. budaya-vang
sudah terbcntuk dalam mas-varakat
Pemekoran Daerdh sebagdi Madel Denbkfttsi datan... (Lintje Anna Marp( u1g) t5
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